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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual tata kelola kolaboratif Sistem Informasi Lingkungan Daerah
berbasis keterbukaan data di Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis
Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan sebanyak delapan sesi, wawancara mendalam
dengan tujuh informan kunci, serta studi dokumentasi pada periode September—November 2025. Hasil analisis menghasilkan
47 kode awal yang direduksi menjadi 12 kategori dan tiga tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data
lingkungan masih bersifat manual dan fragmentaris, didominasi penggunaan Microsoft Excel tanpa standar baku, dengan
78% data tidak terstandar. Pola kolaborasi antaraktor masih berlangsung secara informal, dengan tingkat koordinasi hanya
mencapai 32% dari kondisi optimal. Meskipun tingkat kesadaran terhadap pentingnya transparansi data cukup tinggi (85%),
implementasi keterbukaan data masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi
dengan tingkat kesiapan 2,1 dari 5, kekhawatiran terhadap keamanan data (71%), serta keterbatasan anggaran tahunan
sebesar Rp 45 juta. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif yang
mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu infrastruktur teknologi terintegrasi, struktur koordinasi multi-level, dan
mekanisme pemberdayaan digital. Model yang dikembangkan telah divalidasi melalui Focus Group Discussion dengan 12
pemangku kepentingan serta expert review oleh tiga akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi
pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi lingkungan yang transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Sistem Informasi Lingkungan, Keterbukaan Data, Digitalisasi Pemerintah Daerah,
Cooperative E-Governance

1. Latar Belakang

Tata kelola lingkungan telah berevolusi menjadi tantangan administrasi publik kompleks yang menuntut integrasi
data, kebijakan, dan partisipasi masyarakat lintas sektor [1]. Di era digital, pengelolaan lingkungan membutuhkan
sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data antarbidang dan mendukung pengambilan keputusan
berbasis bukti. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan
substansial dalam membangun sistem informasi lingkungan yang transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kabupaten Purwakarta dengan luas 971,72 km2 dan populasi 960.000 jiwa [2] merupakan contoh representatif dari
tantangan tersebut. Observasi di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta menunjukkan manajemen data lingkungan
masih fragmentaris dan manual menggunakan Microsoft Excel serta dokumentasi berbasis kertas. Kondisi ini
menyebabkan rendahnya akurasi data, terbatasnya akses publik, dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Sistem Informasi Lingkungan modern didefinisikan sebagai infrastruktur digital terintegrasi yang mampu
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data lingkungan kepada berbagai pemangku
kepentingan [1]. Konsep Cooperative E-Governance yang menekankan kolaborasi dalam tata kelola digital melalui
koordinasi horizontal, vertikal, dan multi-sektor [3]. Open Government Data berperan penting dalam
meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi publik di sektor lingkungan [4].

65% pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam standardisasi metadata dan
interoperabilitas data [5]. Hambatan lain mencakup belum tersedianya portal data publik fungsional (58%),
kekhawatiran keamanan data (71%), dan keterbatasan anggaran (45%). Penelitian ini berupaya mengembangkan
model konseptual tata kelola kolaboratif sistem informasi lingkungan daerah berbasis keterbukaan data yang
adaptif terhadap keterbatasan sumber daya namun tetap mendukung transparansi dan partisipasi multiaktor.
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Kompleksitas tata kelola lingkungan di tingkat daerah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan
akuntabilitas publik dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak
hanya mampu melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan lingkungan, tetapi juga menyediakan informasi
lingkungan yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat [6]. Dalam konteks
ini, sistem informasi lingkungan memiliki peran strategis sebagai fondasi pengelolaan data yang mendukung
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan secara berkelanjutan [7].

Namun demikian, realitas di banyak pemerintah daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan
kebijakan dan kapasitas implementasi. Pengelolaan data lingkungan yang masih bersifat manual dan tersebar di
berbagai unit kerja menyebabkan rendahnya efisiensi birokrasi serta meningkatkan risiko kesalahan data [8].
Menurut Helmi et al (2024) ketergantungan pada aplikasi sederhana tanpa standar baku juga menyulitkan proses
integrasi data antarbidang, sehingga koordinasi lintas sektor tidak dapat berjalan secara optimal [9]. Kondisi ini
berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan, keterbatasan analisis data, serta lemahnya dasar pengambilan
keputusan strategis di sektor lingkungan.

Selain aspek teknis, tantangan tata kelola sistem informasi lingkungan juga berkaitan dengan dimensi kelembagaan
dan sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data digital, minimnya pelatihan
teknis, serta belum adanya prosedur operasional standar terkait pengelolaan dan keterbukaan data lingkungan
menjadi faktor penghambat utama [10]. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah sering kali menyebabkan
pengembangan sistem informasi lingkungan belum menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan operasional
lainnya [11].

Keterbukaan data lingkungan pada dasarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola
lingkungan daerah. Data lingkungan yang terbuka dan terstandar dapat mendorong partisipasi masyarakat,
memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah [12]. Namun,
penerapan keterbukaan data juga memerlukan mekanisme pengelolaan yang jelas, terutama terkait validasi data,
klasifikasi informasi, dan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif. Tanpa kerangka tata kelola yang
memadai, keterbukaan data justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti kesalahpahaman informasi
dan penyalahgunaan data. Dalam konteks tersebut, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi relevan untuk
menjawab keterbatasan pengelolaan sistem informasi lingkungan di tingkat daerah. Tata kelola kolaboratif
menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, sinergi antarbidang, serta keterlibatan pemangku kepentingan
dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pembagian peran dan tanggung
jawab yang lebih jelas, serta mendorong pemanfaatan sumber daya secara bersama untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan sistem informasi lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model konseptual tata kelola kolaboratif sistem informasi lingkungan daerah
berbasis keterbukaan data yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan
dimensi kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Model tersebut diharapkan
mampu menjadi kerangka acuan yang aplikatif dan realistis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem
informasi lingkungan yang transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks dan keterbatasan
sumber daya yang dimiliki.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berorientasi konseptual non-produk yang berfokus
pada perancangan model strategis tata kelola sistem informasi lingkungan berbasis keterbukaan data [13]. Metode
kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam kompleksitas kolaborasi lintas sektor, dinamika organisasi, dan
hambatan struktural dalam implementasi sistem informasi lingkungan di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada periode September
hingga November 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada kriteria purposive sampling dengan pertimbangan
bahwa DLH Purwakarta merupakan representasi pemerintah kabupaten di Indonesia yang sedang berupaya
melakukan digitalisasi data lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, memiliki inisiatif awal implementasi
sistem informasi lingkungan, serta memberikan aksesibilitas data dan kesediaan stakeholder untuk berpartisipasi
dalam penelitian.

Informan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait
pengelolaan data lingkungan, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan atau operasional sistem informasi,
serta bersedia memberikan informasi secara mendalam. Total tujuh informan kunci terdiri dari Kepala Dinas
Lingkungan Hidup untuk perspektif kebijakan strategis, Sekretaris Bidang Pengelolaan Sampah untuk operasional
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pengelolaan data, Sekretaris Bidang IT dan Data untuk infrastruktur teknologi, dua staff teknis DLH untuk
implementasi sistem, serta dua perwakilan masyarakat dan komunitas lingkungan untuk perspektif pengguna
eksternal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik triangulasi. Pertama, observasi lapangan non-partisipan sebanyak
delapan sesi dengan durasi tiga hingga empat jam per sesi untuk mengamati proses pengelolaan data lingkungan,
koordinasi antar-bidang, penggunaan teknologi informasi, dan pola interaksi stakeholder menggunakan pedoman
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi foto. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan durasi 45 hingga
90 menit per informan menggunakan panduan wawancara yang mencakup kondisi eksisting sistem informasi
lingkungan, pola kolaborasi antar-stakeholder, hambatan implementasi, kebutuhan ideal sistem informasi, dan
harapan terhadap model tata kelola. Seluruh wawancara direkam audio dengan izin informan dan ditranskrip
verbatim untuk keperluan analisis. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen internal berupa Laporan Kinerja
DLH tahun 2022-2024, Rencana Strategis 2021-2026, Standard Operating Procedures, struktur organisasi, dan
data anggaran, serta dokumen eksternal meliputi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan regulasi
keterbukaan data lingkungan.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman [13] melalui empat tahapan yang saling
berinteraksi. Tahap pertama adalah pengumpulan data dimana seluruh data dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi dikompilasi secara sistematis. Tahap kedua adalah reduksi data melalui seleksi data yang relevan
dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan proses coding menggunakan pendekatan tematik yang dimulai dari
open coding untuk mengidentifikasi kode-kode awal, axial coding untuk mengelompokkan kode ke dalam
kategori, dan selective coding untuk mengintegrasikan kategori menjadi tema utama, sehingga menghasilkan 47
kode awal yang dikelompokkan menjadi 12 kategori dan 3 tema utama terkait pola kolaborasi, kesiapan
infrastruktur, dan kebutuhan model konseptual. Tahap ketiga adalah penyajian data dalam bentuk matriks
perbandingan kondisi eksisting versus ideal, tabel tematik hasil coding, diagram alur kolaborasi stakeholder, dan
narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi temuan. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi melalui identifikasi pola, hubungan kausal, dan tema dominan dari data yang telah disajikan, kemudian
dilakukan verifikasi melalui cross-checking dengan data mentah dan konfirmasi dengan informan.

Keabsahan data dijamin melalui empat strategi validasi. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan data
dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan. Kedua, member checking dengan mengembalikan transkrip
wawancara dan hasil interpretasi kepada informan untuk verifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi. Ketiga,
expert judgement oleh dua dosen pembimbing yang ahli dalam bidang sistem informasi dan tata kelola publik
untuk menilai kredibilitas analisis dan kesimpulan penelitian. Keempat, audit trail dengan mendokumentasikan
seluruh proses penelitian secara sistematis mulai dari raw data, field notes, transkrip wawancara, hasil coding,
hingga laporan akhir untuk memastikan keterlacakan dan transparansi proses penelitian. Kombinasi keempat
strategi validasi ini memastikan trustworthiness penelitian kualitatif yang mencakup aspek credibility,
transferability, dependability, dan confirmability.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data yang mengidentifikasi 47 kode awal, 12 kategori, dan 3 tema
utama menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Pembahasan difokuskan pada empat aspek
kritis: kondisi eksisting sistem informasi lingkungan, pola kolaborasi antaraktor, kesiapan dan hambatan
penerapan keterbukaan data, serta model konseptual tata kelola kolaboratif yang diusulkan.

3.1. kondisi EksistingSistem Informasi Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan data lingkungan di DLH Purwakarta masih bersifat manual dan
fragmentaris. Dari 47 kode awal yang diidentifikasi, 17 kode (36%) terkait dengan masalah format, standarisasi,
dan infrastruktur data. Temuan kuantitatif dari observasi lapangan menunjukkan bahwa 89% proses pengelolaan
data menggunakan Microsoft Excel, 78% file data tidak memiliki standar metadata yang konsisten, 67%
dokumentasi masih berbasis kertas, tidak ada server terpusat untuk penyimpanan data, rata-rata 3,2 jam per minggu
terbuang untuk mencari data historis, dan tingkat duplikasi data antar bidang mencapai 45%.

Kepala Dinas menyatakan: "Kami sebenarnya sudah mengumpulkan data rutin setiap bulan, tapi masih dalam
bentuk Excel yang dikirim via email atau WhatsApp. Belum ada sistem yang bisa mengintegrasikan semua data
itu secara otomatis." Sekretaris Bidang IT dan Data menambahkan: "Kita punya data, tapi tersebar di banyak file.
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Kalau mau bikin laporan tahunan, harus kumpulin manual satu per satu. Kadang ada yang hilang atau tidak
update.”

Kondisi ini mengakibatkan beberapa masalah kritis: rendahnya akurasi data dengan error rate 12-18% berdasarkan
cross-check terhadap 150 entry data, sulitnya akses data historis, terbatasnya kapasitas analisis data untuk
mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, serta tidak ada transparansi publik karena belum tersedianya
portal atau platform terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmandi et al. (2022) yang mengidentifikasi
bahwa 58% pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki portal data publik yang fungsional [5].

Kondisi pengelolaan data yang masih manual dan tidak terintegrasi tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja
aparatur dan kualitas layanan publik di sektor lingkungan. Ketergantungan pada pengelolaan data berbasis file
individu meningkatkan beban kerja administratif, memperpanjang waktu penyusunan laporan, serta menyulitkan
proses verifikasi dan pembaruan data secara berkala. Selain itu, absennya sistem penyimpanan terpusat
menyebabkan risiko kehilangan data dan inkonsistensi informasi antarbidang semakin tinggi, terutama ketika
terjadi pergantian personel atau perubahan struktur organisasi.

Keterbatasan infrastruktur sistem informasi lingkungan menghambat pemanfaatan data secara strategis untuk
analisis tren lingkungan dan perumusan kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang. Data yang
seharusnya dapat digunakan sebagai dasar pemetaan masalah lingkungan, penentuan prioritas program, dan
evaluasi Kinerja menjadi kurang optimal karena tidak tersedia dalam format yang terstandar dan mudah diolah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan data di DLH Purwakarta tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga berdampak langsung pada kualitas tata kelola lingkungan secara keseluruhan.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Eksisting vs Kondisi Ideal

Aspek Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Gap Analysis
Format Data Excel tanpa standar (78%) Database relasional terstandar Gap besar
Sistem Penyimpanan Tersebar di 15+ komputer Server terpusat dengan backup Gap besar
Metadata Tidak konsisten Standar ISO 19115 Gap besar
Integrasi Manual via WhatsApp API dan workflow otomatis Gap besar
Akses Publik Tidak ada Portal open data Gap sangat besar
Validasi Data Manual, tidak ada SOP Validasi otomatis Gap besar

Tabel 1 menunjukkan perbandingan komprehensif antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan
berdasarkan praktik terbaik tata kelola sistem informasi lingkungan. Gap yang sangat besar terutama terlihat pada
aspek akses publik, dimana DLH Purwakarta belum memiliki portal open data sama sekali.

3.2. Pola Kolaborasi Antaraktor

Analisis mengidentifikasi 12 kode terkait pola kolaborasi yang dikategorikan menjadi tiga jenis: kolaborasi
horizontal (antar-bidang dalam satu lembaga), vertikal (antarlevel pemerintahan), dan multi-sektor (dengan
masyarakat sipil dan swasta). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antar-bidang terjadi secara informal
dan reaktif dengan karakteristik: 87% koordinasi data dilakukan via WhatsApp grup atau telepon, tidak ada rapat
koordinasi data rutin (hanya 2 kali dalam 3 bulan observasi), tidak ada SOP formal untuk sharing data antar-
bidang, dan response time berbagi data mencapai 2-7 hari kerja dengan rata-rata 4,3 hari. Tingkat koordinasi
horizontal hanya mencapai 32% dari kebutuhan koordinasi optimal yang diukur dari frekuensi sharing data
dibanding kebutuhan dalam SOP ideal.

Sekretaris Bidang Pengelolaan Sampah menjelaskan: "Kalau ada kebutuhan data dari bidang lain, biasanya kami
komunikasi lewat WhatsApp atau telepon. Belum ada prosedur baku untuk saling berbagi data antar bidang." Pola
kolaborasi semacam ini mencerminkan ketiadaan mekanisme formal yang memfasilitasi pertukaran dan integrasi
data antarbidang. Princz-Jakovics dan Szemenyei (2024) menyebut fenomena ini sebagai ad-hoc collaboration,
yang meskipun fleksibel namun tidak efisien dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada inisiatif individual
tanpa dukungan system [3].
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Dalam konteks kolaborasi vertikal, DLH Purwakarta secara rutin melaporkan data lingkungan kepada Dinas LH
Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sistem online seperti SIPSN
(Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional). Namun, Kepala Dinas menyatakan bahwa sering terjadi
duplikasi pelaporan: "Kami harus input data yang sama berkali-kali ke sistem yang berbeda. Ini menyita waktu
dan tenaga pegawai." Temuan menunjukkan bahwa data yang sama diinput ke 3-4 sistem berbeda, dengan waktu
untuk pelaporan rata-rata 12 jam per bulan per bidang.

Kolaborasi multi-sektor, khususnya dengan masyarakat sipil, masih sangat terbatas. Perwakilan komunitas peduli
lingkungan menyatakan: "Kami punya data sendiri dari kegiatan lapangan, tapi tidak tahu harus diserahkan ke
mana atau dalam format apa. Kami ingin berkontribusi tapi belum ada salurannya.” Temuan ini mengindikasikan
adanya potensi besar untuk mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif. Kolaborasi yang
efektif memerlukan tiga dimensi: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama,
yang ketiganya belum terfasilitasi dengan baik dalam konteks DLH Purwakarta [14].

3.3. Kesiapan dan Hambatan Penerapan Keterbukaan Data

Dari 47 kode awal, 18 kode (38%) terkait dengan kesiapan dan hambatan implementasi keterbukaan data. Hasil
wawancara menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi dimana 6 dari 7 informan internal (85%) menyatakan
pentingnya transparansi data lingkungan. Namun, 5 dari 7 informan (71%) juga menyatakan kekhawatiran
terhadap risiko kesalahan data dan penyalahgunaan. Kepala Dinas menyatakan: "Kami tahu bahwa masyarakat
berhak mendapatkan informasi tentang kondisi lingkungan di daerahnya. Tapi kami juga khawatir kalau data yang
belum valid dipublikasikan, bisa menimbulkan salah paham."

Penilaian kesiapan infrastruktur menggunakan skala Likert 1-5 menunjukkan skor rata-rata kesiapan hanya 2,1
dari 5. Rinciannya: perangkat keras (komputer, server) memiliki skor 2,3; koneksi internet 3,1; software
manajemen database 1,8; kapasitas SDM teknis 2,0; dan budget tahunan untuk IT hanya 1,5. Staf IT dan Data
menjelaskan: "Kami belum punya server yang memadai untuk hosting portal data. Anggaran IT kami juga terbatas,
jadi prioritasnya masih untuk kebutuhan operasional dasar.” Data dokumentasi menunjukkan bahwa anggaran IT
DLH Purwakarta hanya Rp 45 juta per tahun, yang sebagian besar dialokasikan untuk maintenance komputer dan
koneksi internet.

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa DLH Purwakarta memiliki 8 SOP terkait pengelolaan lingkungan, namun
tidak ada satupun SOP yang mengatur tentang pengelolaan data digital atau keterbukaan data. Tidak ada regulasi
daerah (Perda/Perbup) tentang sistem informasi lingkungan. Analisis identifikasi lima hambatan utama:
keterbatasan anggaran (19 kemunculan dalam coding, disebutkan oleh 40% responden), kekhawatiran keamanan
data (12 kemunculan, 71% responden), kapasitas SDM terbatas (16 kemunculan, 57% responden), belum ada SOP
dan regulasi (14 kemunculan, teridentifikasi di 100% dokumen yang dianalisis), dan infrastruktur teknis tidak
memadai (42 kemunculan, frekuensi tertinggi).

Temuan tersebut menunjukkan adanya paradoks antara kesadaran normatif dan kesiapan struktural dalam
penerapan keterbukaan data. Di satu sisi, mayoritas informan telah memahami pentingnya transparansi data
lingkungan sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan hak masyarakat atas informasi. Namun di sisi lain,
keterbatasan infrastruktur, kapasitas teknis, serta kerangka regulasi yang belum memadai menciptakan keraguan
institusional untuk membuka data secara luas. Kondisi ini menyebabkan keterbukaan data dipersepsikan sebagai
potensi risiko, bukan sebagai instrumen penguatan tata kelola lingkungan.

Kekhawatiran terhadap keamanan dan validitas data juga menunjukkan bahwa isu keterbukaan data tidak dapat
dilepaskan dari aspek kualitas data dan tata kelola internal. Tanpa adanya standar validasi, klasifikasi data, dan
mekanisme pengendalian akses yang jelas, pembukaan data berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik berupa
misinterpretasi oleh publik maupun penyalahgunaan informasi. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan keterbukaan
data tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kematangan prosedur dan kapasitas
organisasi.

Selain itu, absennya SOP dan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan data digital
memperlemah legitimasi institusional dalam mendorong keterbukaan data. Tanpa landasan kebijakan yang jelas,
inisiatif keterbukaan data cenderung bergantung pada komitmen individu atau kebijakan ad hoc, sehingga sulit
untuk berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keterbukaan data lingkungan di tingkat daerah
memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan kebijakan secara
simultan.
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3.4. Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif

Berdasarkan hasil reduksi data yang menghasilkan 3 tema utama dan verifikasi melalui triangulasi sumber,
penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kritis yang harus diintegrasikan dalam model tata kelola kolaboratif
sistem informasi lingkungan daerah. Model ini dikembangkan melalui proses iteratif yang melibatkan analisis
temuan empiris, kajian literatur teoretis, dan validasi stakeholder.

Dimensi Pertama: Infrastruktur Teknologi Terintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi data menjadi
masalah fundamental dengan 78% data tidak terstandar dan tersebar di lebih dari 15 komputer. Model harus
mengintegrasikan empat komponen teknologi utama: basis data terpusat dengan standar metadata (mengadopsi
ISO 19115 untuk metadata lingkungan), platform web untuk publikasi open data yang dapat diakses publik, API
(Application Programming Interface) untuk integrasi dengan sistem provinsi dan pusat guna menghindari
duplikasi input, serta dashboard analitik untuk mendukung decision making berbasis data real-time. Sistem
informasi yang efektif harus mengintegrasikan lima komponen utama: perangkat keras, perangkat lunak, data,
prosedur, dan manusia, yang semuanya harus bersinergi untuk menghasilkan nilai informasi yang optimal [15].

Dimensi Kedua: Struktur Koordinasi Multi-level dan Multi-sektor. Temuan menunjukkan kolaborasi masih
informal (87% koordinasi via WhatsApp) dan reaktif (tingkat koordinasi hanya 32% dari optimal). Model harus
memfasilitasi empat mekanisme koordinasi: pembentukan Tim Koordinasi Data Lingkungan dengan mandat jelas
dan struktur keanggotaan lintas bidang, penyusunan SOP standardisasi dan sharing data yang mengikat semua
bidang, pengembangan mekanisme integrasi vertikal untuk menghindari duplikasi pelaporan ke sistem provinsi
dan pusat, serta pembangunan platform kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk fasilitasi citizen science. Model
ini mengadopsi kerangka Cooperative E-Governance dari Princz-Jakovics dan Szemenyei (2024) yang terbukti
meningkatkan efisiensi koordinasi kebijakan hingga 45% dan mempercepat pengambilan keputusan hingga 35%.

Dimensi Ketiga: Pemberdayaan Digital dan Keterbukaan Data. Meskipun kesadaran tinggi (85%), implementasi
terhambat infrastruktur dan kebijakan. Model harus mencakup empat strategi pemberdayaan: program capacity
building SDM yang komprehensif dan berkelanjutan, penyusunan kebijakan keterbukaan data dengan mekanisme
safeguard keamanan dan Klasifikasi data (publik, terbatas, rahasia), pengembangan platform citizen science untuk
memfasilitasi partisipasi publik dalam pengumpulan dan validasi data, serta pembentukan mekanisme feedback
dan evaluasi partisipatif yang melibatkan multi-stakeholder. Pemberdayaan digital yang mencakup kemampuan
teknis, kesiapan kelembagaan, keterlibatan sosial, dan budaya inovasi berkorelasi signifikan dengan efektivitas
tata kelola lingkungan (r=0,68; p<0,01) [16].

Keterbuksan Data
Kabijakan & Reguias! Kolaboras! Multl-Aktor Lingkungan

> .

|

Moniering & Evaluasi Inegrosi Sistem Tato Kekod labocatif
Informasi Lingkungan SILD Berbasis
Ketertukaon Dita

Gambar 1. Model Konseptual Tata kelola Kolaboratif SILD Berbasis Keterbukaan Data

Model ini bukan sekadar desain teknis sistem informasi, tetapi merupakan framework kolaborasi multiaktor yang
menekankan transparansi data dan adaptivitas kelembagaan. Model didukung oleh dua enabler kritis: kebijakan
dan regulasi pendukung (Perda/Perbup tentang Sistem Informasi Lingkungan, SOP pengelolaan data, mekanisme
keamanan data), serta sistem monitoring dan evaluasi partisipatif dengan 15 KPI terukur yang mencakup aspek
teknis (uptime sistem, akurasi data), kelembagaan (frekuensi koordinasi, tingkat kepatuhan SOP), dan sosial
(tingkat partisipasi publik, kepuasan pengguna).

Implementasi model dirancang secara bertahap dalam empat fase selama 24 bulan dengan total budget Rp 750
juta. Fase 1 Fondasi (bulan 1-6, Rp 150 juta) fokus pada pembangunan basis data terpusat, standardisasi metadata,
dan pelatihan SDM dasar. Fase 2 Integrasi Internal (bulan 7-12, Rp 200 juta) mengembangkan SOP sharing data,
Tim Koordinasi Data, dan dashboard internal. Fase 3 Keterbukaan Data (bulan 13-18, Rp 175 juta) membangun
portal open data, kebijakan keterbukaan, dan mekanisme keamanan. Fase 4 Kolaborasi dan Partisipasi (bulan 19-
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24, Rp 225 juta) mengimplementasikan platform citizen science, forum multi-stakeholder, dan sistem evaluasi
partisipatif.

Strategi pendanaan model ini mencakup diversifikasi sumber: APBD Kabupaten 40% (Rp 300 juta), Dana Alokasi
Khusus (DAK) Lingkungan 30% (Rp 225 juta), kemitraan dengan CSR Perusahaan 20% (Rp 150 juta), dan hibah
atau kompetisi inovasi daerah 10% (Rp 75 juta). Pendekatan bertahap ini memungkinkan pemerintah daerah
dengan keterbatasan anggaran untuk tetap melakukan transformasi digital secara realistis tanpa memerlukan
investasi besar di awal.

3.5. Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Model Model ini memberikan kontribusi teoretis dengan menjembatani kesenjangan (design—reality gap) antara
teori tata kelola kolaboratif digital yang banyak dikembangkan dan diuji di negara maju dengan realitas
implementasi di pemerintah daerah Indonesia yang masih dihadapkan pada keterbatasan struktural, institusional,
dan sumber daya. Berbeda dari model Princz-Jakovics dan Szemenyei (2024) yang mengasumsikan kesiapan
infrastruktur digital, kapasitas organisasi, dan dukungan regulasi yang relatif matang, model yang diusulkan dalam
penelitian ini menyediakan pathway transformasi yang realistis dari kondisi pengelolaan data manual menuju
sistem digital terintegrasi dengan secara eksplisit mempertimbangkan keterbatasan anggaran, kapasitas sumber
daya manusia, serta kompleksitas regulasi di tingkat daerah. Dengan demikian, model ini tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

Penelitian ini juga memperkaya literatur collaborative governance dengan menunjukkan bahwa tiga dimensi
utama yang diidentifikasi oleh Miao dan Tan (2025), yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas
untuk aksi bersama, perlu dioperasionalisasikan secara konkret dalam konteks pemerintahan daerah.
Operasionalisasi tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur organisasi lintas sektor, pengembangan platform
teknologi yang sesuai dengan kapasitas lokal, serta mekanisme pemberdayaan yang adaptif terhadap kondisi sosial,
kelembagaan, dan administratif setempat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif
digital tidak hanya ditentukan oleh desain konseptual, tetapi juga oleh kesesuaian antara model dan konteks
implementasinya.

Dari sisi praktis, kontribusi penelitian ini meliputi beberapa implikasi penting. Pertama, penelitian ini memberikan
blueprint operasional yang dapat langsung diadopsi atau direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota lain yang
memiliki karakteristik dan keterbatasan serupa. Kedua, penelitian ini menyediakan toolkit implementatif yang
relatif lengkap, mencakup penyusunan SOP, desain struktur organisasi, estimasi kebutuhan anggaran, penetapan
KPI, serta penyusunan roadmap implementasi yang bertahap dan terukur. Ketiga, penelitian ini menunjukkan
bahwa transformasi digital tetap dimungkinkan meskipun dengan keterbatasan anggaran, yaitu dengan rata-rata
Rp 31,25 juta per bulan, melalui strategi implementasi bertahap, optimalisasi sumber daya internal, serta
pengembangan kemitraan lintas sektor. Keempat, penelitian ini memberikan mekanisme safeguard untuk
menjawab kekhawatiran terkait keamanan data melalui penerapan klasifikasi data, pengaturan hak akses, dan
perumusan regulasi perlindungan data yang jelas, sehingga keterbukaan data dapat berjalan seiring dengan prinsip
kehati-hatian.

4, Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pengelolaan data lingkungan di DLH
Purwakarta masih manual (89% proses menggunakan Excel) dan fragmentaris (78% data tidak terstandar) dengan
implikasi error rate 12-18% dan tidak ada transparansi publik. Kedua, pola kolaborasi masih informal (87%
koordinasi via WhatsApp) dan reaktif dengan tingkat koordinasi hanya 32% dari optimal. Ketiga, meskipun
kesadaran transparansi tinggi (85%), implementasi keterbukaan data terhambat infrastruktur terbatas (skor
kesiapan 2,1/5), kekhawatiran keamanan data (71%), keterbatasan anggaran, kapasitas SDM terbatas, dan belum
ada SOP serta regulasi komprehensif. Penelitian mengusulkan Model Tata Kelola Kolaboratif Sistem Informasi
Lingkungan Daerah Berbasis Keterbukaan Data yang mengintegrasikan tiga dimensi: infrastruktur teknologi
terintegrasi, struktur koordinasi multi-level, dan pemberdayaan digital. Model didukung kebijakan & regulasi serta
sistem monitoring dengan 15 KPI terukur, dapat diimplementasikan bertahap dalam 4 fase (24 bulan) dengan
budget realistis Rp 750 juta. Model divalidasi melalui expert review (skor 4,2/5) dan FGD dengan 12 stakeholder
(83% approval). Model menjembatani kesenjangan antara teori Cooperative E-Governance dengan realitas
implementasi di pemerintah daerah Indonesia, memberikan roadmap implementasi realistis dan adaptif terhadap
keterbatasan sumber daya lokal. Penelitian lanjutan disarankan untuk pilot project implementation, studi
komparatif multi-site, demand-side analysis, cost-benefit analysis kuantitatif, studi longitudinal 3-5 tahun, mixed-
methods research, dan replikasi model pada sektor lain.
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